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Abstract: The main problem in thisresearch isthat “the implementation of the public policy about
Regency Minimum Wages in Kabupaten Bandung isn't yet fully implementation in supporting
industria relation between industries-workers’. Therefore, from the workers side the continue to
effort the implementation of the policy and to make the policy as base for workers payment as
industriesremain unableto implement the policy and than become the problem industries-workersin
Kabupaten Bandung. The objective of research to measure influence of the Regency Minimum
Wages public policy on the workers relation. Population usearch are industries with category big,
middle and little. Respondents consist of 110 people with using proportional random sampling
methods. Theinstrument of collecting datawere questionnairewith using likert scale. The measure-
ment uses the path analysis with the formula of statistical test based on the hypothesis to validate
thetheory of the public policy implementation that consist of the Policy Content, the Policy Informa-
tion, the Policy Support, and the Potency of the Policy Implementation. The result of research
analysisshowsthat the content of Policy, the Policy Information, the Policy Support, and the Policy
Potency, have the influence on the workers relations between the industries and workers, which is
stated in the val ue of multiple determination coefficient test from all variables. Theresearch finding
that there are other aspect that must be added to complement the existing four requarment of the
Regency Minimum Wages which are the aspects of justice, controlling and environment. Therefore
it is hoped that any requarment in the future could include theses seven requarment of the RMW
policy implementation.

Key words the implementation of the public, Regency Minimum Wages relation industries-workers/labors.

Dinamikakemajuan duniaperusahaan antaralain
dapat dilihat adanyahubungan kerjayang baik diukur
dari adanyahubungan harmonis, stabil dan dinamis
antara perusahaan dengan parapekerja/buruhnya.
Dan sebagai tandaadanyahubungan kerjayang baik
bilakeduanyaterdapat kerjasamasaling mendukung
daam mewujudkan produktivitaskerjayang mak-
simal tanpaadanyagejolak keresahan dan ketega
ngan yang berbentuk unjuk rasaatau mogok kerja.

Namun dibalik harapan tersebut kenyataan
lain, secaraklasik selalu ada, sepanjang waktu se-
ringkali timbul fenomenapermasal ahan hubungan
kerjaantara perusahaan dengan parapekerja/buruh,
karenaadabebergpafaktor antaralain pihak perusa
haan menjadikan parapekerja/buruh sebagai alat
produks semata, dilain pihak kurang memperhatikan

kesgjahteraannyasecaraadil sebagaimanaterjadi
saat adanyareformas padatahun 1998 sampai se-
karang. Di abad X X1 khususnyadi Indonesiakepin-
cangan hubungan kerjatersebut ditandai dengan
seringkdi terjadi unjuk rasaparapekerjal/buruh seba
ga sdah satufenomenayang merupakan saranaupa
yapenyampaian aspirasi dan tuntutannyakepada
perusahaan dan pemerintah. Untuk menghindari per-
masal ahan hubungan kerjayang sedang marak sgak
adanyareformas, makapemerintah Indonesiatelah
melakukan intervensi dengan caramengel uarkan
berbagai kebijakan publiknya(public policy) berupa
ketentuan yang mengatur tentang upah minimum
kotalkabupaten (UMK), jaminansogd tenagakerja
(Jamsogtek), hubunganindudtrid, upahlembur, jamker-
jadanidirahat, tunjangan hari rayadan sebagainya.
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Pengaturan hubungan kerja antara peru-
sahaan-pekerja/burun melaui berbagai ketentuan
pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk
mengatur hak dan kewgjiban sertauntuk memberi-
kan perlindungan terhadap keduanyaagar terdapat
hubungan kerjayang kondusif, stabil, dinamisdan
harmonis, sehinggadengan adanyahubungankerja
yang demikian dihargpkanterjadi suatu peningkatan
produks perusahaan dan peningkatan kesgjahteraan
bagi parapekerja/buruh dari waktu ke waktu. We-
laupun hak dan kewajiban tersebut telah diatur se-
demikian rupa, namun hubungan kerjaperusahaan-
pekerja/buruh tetap kurang harmonis, timbul karena
berbagai hal adanya pelanggaran sebagaimana
terlinat dalamtabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi jenis Pelanggaran Perusahaan di
Kabupaten Bandung

Talmnhamlah
Jeans Pensahaan varg
Mo Pelnggaran melargzar Jarulah Eet
Pemisahaan
2005 204 AmS
1 2 3 4 £ b T
1 WLE TS Err N Joml
2 PESF M5 s 202 2297 Tenk TS
3 UME Az 54 gl2  1EIS 14395
4 UL A0 53 1ms 2128
5 THE 515 54 g9 178 *FE
g I: B53 Bo5 727 2014 &l
7 PREEE 4 4 e 2y
2 K5 556 M2 TR B ) i3
9 EECEERTA 232 13 433 253 455
10 P4DNP4P 150 105 122 7
11 TP 4532 47217959 28E3 HEEL
12 SPSE 5 424 511 148 349
13 URMOGIE 420 e 475 144
14 TPHE 2529 251 4752 2842
15 JAHSCS 252 e l4te 3208
JUMLAH 085 10371 15839 360

Sumber Datadari Disnakertrans K ab. Bandung Tahun 2003,
2004, 2005; Diolah oleh Pendliti Tahun 2006

Keterangan:

1. WLK =Weajib Lapor Ketenagakerjaan
2.PKSP = Penetap. Komp. Sistm Pengupahan
3. UMK =Upah Minimum Kota/K ab

4.UL =Upah Lembur

5 THR = Tunjangan Hari Raya

6.JS = Jamsostek

7.PPIKKB = Peraturan Perusahaan

8.K3 = Keselamatan dan K esehatan Kerja
9.KEC.KERJA  =KecelakaanKerja

10. PAD/PAP = Pan Penyel Perse Perb. Daer/Pus
11.1PWK =lzin Penyim.Wkt Kerja

12.SPISB = Serikat Pekerjal/Serikat Buruh
13.UR =Unjuk Rasa

14.PHK = Pemutusan Hubungan Kerja
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15. JAHSOS = Kesgjahteraan Sosial
16.PB = Perusahaan Besar
17.PS = Perusahaan Sedang
18.PK = Perusahaan K ecil

Dengan memperhatikan sgjumlah pelangga
ran yang dilakukan oleh perusahaan (tabd 1), maka
dapat dipahami bahwa ada kewajaran manakala
pihak pekerjal buruh selalu melakukan unjuk rasal
mogok kerjayang sewaktu-waktu dapat dilakukan.
Di antarasgjumlah pelanggaran tersebut, makayang
menjadi sasaran utamabagi pekerja/buruh adalah
permasal ahan upah minimum kabupaten yang be um
dapat dil aksanakan secarameratadisemuaperusa-
haan, terutamakel ompok perusahaan sedang dan
kel ompok perusahaan kecil. Dengan demikian yang
menjadi focus permasa ahan utamadaam penditian
ini addahimplementas kebijakan publik tentang upah
minimum kabupaten (UMK belum dapat dilaksana:
kan sepenuhnyaol eh semuaperusahaan.

Akibat permasal ahan tersebut dari pihak
pekerja/buruh berupayaterusmenuntut agar UMK
deberlakukan secaramerata disemuaperusahaan
dan dapat menjadi patokan dasar awal perhitungan
pembayaran upah di setigp perusahaan. Namuntidak
semua perusahaan mampu mengimplementasikan
kebijakan pemerintah tentang ketentuan besaran
UMK yang ditetapkan setigp tahun, sehinggakaum
pekerjal/buruh selau menuntut dengan berbagal cara
antaralain dengan melaui unjuk rasa, sehinggame-
nimbulkan konflik hubungan kerja perusahaan
pekerjalburuh.

Untuk mengukur sgauh manapengaruhim-
plementas kebijakan pemerintah terhadap hubungan
kerja perusahaan dengan pekerja/buruh, adabebe-
rapa pendapat antara lain dari Maarse (dalam
Hoogerwerf, 1978:168-174) yang mengemukakan
tentang persyaratan yang perlu dipenuhi implemen-
tas kebijakanyaituis kebijakan, informas kebija-
kan, dukungan kebijakan dan potensi pelaksana
kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dike-
mukakan di atas, makadapat ditarik kesimpulan
bahwayang menjadi pokok permasalahan adalah
“Implementas kebijakan publik tentang UMK Ka
bupaten Bandung bel um dapat dilaksanakan sepe-
nuhnyadalam mendukung hubungan kerjaperusa-
haan pekerja/buruh”. Dari pernyataan masaah (pro-
blem statement) tersebut dirumuskan pertanyaan
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penelitian (research question) yaitu “ Apakah ter-
dapat pengaruhimplementas kebijakan publik ten-
tang UMK terhadap hubungan kerjaperusahaan pe-
kerja/lburuh?’. Dari empat pengukuran implemen-
tas kebijakan, makabentuk pertanyaan pendlitian
dapat dirinci sebagai berikut: a) Apakah terdapat
pengaruh isi kebijakan terhadap hubungan kerja
perusahaan pekerja/buruh di Kabupaten Bandung;
b) Apakah terdapat pengaruh informas kebijakan
UMK terhadap hubungan kerjaperusahaan pekerjal
buruh di Kabupaten Bandung; ¢) Apakah terdapat
pengaruh dukungan kebijakan UMK terhadap
hubungan kerjaperusahaan pekerja.buruh di Kabu-
paten Bandung; d) A pakah terdapat pengaruh po-
tens pelaksanakebijakan UMK terhadap hubungan
kerja perusahaan pekerja/buruh di Kabupaten
Bandung. Penditianini ingin mendgpatkan kenyataan
implementas kebijakan public tentang Upah Mini-
mum Kabupaten (UMK) terhadap hubungan kerja
antaraperusahaan dengan pekerja/buruh di lingku-
ngan Kabupaten Bandung.

Beranjak dari permasal ahan tersebut, maka
penditianini bertujuan untuk mengkgji, menguji dan
mneganalis sgpakah terdapat pengaruhimplementas
kebijakan publik UMK terhadap hubungan kerja
perusahaan pekerja/buruh di Kabupaten Bandung
dan menemukan model tentang implementasi
kebijakan publik UMK yang dapat mendukung hu-
bungan kerjaharmonis antara perusahaan pekerjal
buruh di Kabupaten Bandung. Hasil pendlitianini
diharapkan dapat bergunauntuk memberikan sum-
bangan konseptual bagi perkembangan teori ilmu
administari negara, khususnya terhadap kajian
implementas kebijakan publik dibidang ketenaga-
kerjaan yang dapat menciptakan mode perumusan
denganimplementas UMK sebagai tolak ukur untuk
mewujudkan hubungan kerja harmonis antara
perusahaan pekerja/buruh.

Di sisi lain secarapraktis, hasil penelitian
diharapkan dapat: a) Menyumbangkan suatu
rumusan kebijakan publik yang dapat digunakan
oleh pemerintah sebagal bahan masukan, khususnya
kepada Pemerintah Daerah K abupaten Bandung;
b) Menjadi modd operasiona implementas kebija-
kan publik tentang upah minimum kabupaten (UMK)
dalamrangkamenciptakan kondis hubungan kerja
harmonis antara perusahaan-pekerja/buruh.
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Sehubungandur pikir ddamlatar belakang
ini, makayang menjadi dasar teori variabel bebas
tentang implementasi kebijakan adal ah pendapat
Maarse (dalam Hoogerwerf, 1978:168-174) dan
variabel terikat (hubungan kerja) adal ah pendapat
Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, A.G
Kartasapoetra (1985:33). Makadapat dirumuskan
hipotes sutamayaitu“ Terdgpat pengaruhimplemen-
tas kebijakan publik tentang UMK padahubungan
kerja perusahaan-pekerja/buruh di Kabupaten
Bandung” . Dengan hipotesisutama, makadirinci
menjadi hipotesiskerjasebagal berikut:

a. Terdapat pengaruhis implementas kebijakan
publik tentang UMK padahubungan kerjaperu-
sahaan dengan kerjadi Kabupaten Bandung

b. Terdapat pengaruhinformas implementas kebi-
jakan publik tentang UMK padahubungankerja
perusahaan dengan pekerja di Kabupaten
Bandung.

c. Terdapat pengaruh dukungan implementasi
kebijakan publik tentang UMK padahubungan
kerjaperusahaan dengan pekerjadi Kabupaten
Bandung.

Terdapat pengaruh potens pel aksanaimplementas

kebijakan publik tentang UMK padahubungankerja

perusahaan-pekerja/buruh di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hipotesistersebut, makadi-
susundiagramjalur struktur pengaruhis kebijakan
UMK, informasi kebijakan UMK, Dukungan
Kebijakan UMK dan Potens PelaksanaK ebijakan
UMK terhadap Hubungan Kerja Perusahaan-
pekerja/buruh dengan visualisas dapat dilihat pada
gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram jaur Struktur Pengaruh

Y = poxy x +Nox2X,+Pyx¢ X,+Pyx4X,+&
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Dimana:

X, s Kebijakan UMK

X, _Informasi Kebijakan UMK

X, .Dukungan Kebijakan UMK

X, _Potensi Pelaksana K ebijakan UMK

Y : Hubungan K erja Perusahaan-Pekerja

a : Faktor-faktor di luar X, X, X, dan X, yang
berpengaruh terhadap Y

P : Koefisienjalur

r : Koefisienkorelasi

METODE

Yang menjadi objek pendlitian sebagai po-
pulas ddam penelitianini adal ah perusahaan besar,
perusahaan sedang dan perusahaan kecil yang ber-
jumlah 1495 yang terdiri perusahaan besar 660,
perusahaan sedang 486, dan perusahaan kecil se-
banyak 349. Dengan memusatkan perhatian ter-
hadap penelitian kepada hubungan kerja antara
perusahaan dengan pekerja.

Adapun analisis dalam rangkamengukur
pengaruh implementas kebijakan publik tentang
UMK terhadap hubungan kerjaperusahaan pekerja
di lingkungan wilayah K abupaten Bandung, pendliti
melakukan langkah-langkah penelitian dengan cara
pengumpul an data, pengolahan datadan andissdata
dengan meldui metode pendlitian.

Berkaitan dengan tujuannya, pendlitianini
termasuk explanatory research, mengingat pene-
litian bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar
variabd dan menguji hipotesis(Singarimbun, 1995:
139). Pendlitianini termasuk penditiansurva karena
penditianini menditi sampd perusahaan dari seluruh
perusahaan yang adadi wilayah K abupaten Bandung
dengan menggunakan kues oner sebagal pengumpul
datayang pokok. Dengandemikian, unitandis ddam
penelitianini adal ah perusahaan, yang jumlahnya
1495 terdiri dari perusahaan 660, perusahaan se-
dang 486 dan perusahaan kecil 349. Samplediambil
dengan teknik proportional random sampling se-
hinggadiperoleh sample untuk perusahaan besar 49,
perusahaan sedang 35 dan perusahaan kecil 26.
Sdanitu ditambah dengan lembagayang berkaitan
denganimplementasi kebijakan UMK . Berkaitan
denganformas data, datapenditianini disusundaam
bentuk cross-sectional antar perusahaan.

Untuk mendapat datalapangan, makater-
| ebih dahulu menyusun operasiona variabel dengan
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caramenjabarkanindikator-indikator dari variabel
bebas dan variabel terikat, dimanasetiap indicator
variabel tersebut dijadikan sebagai bahan dalam
penyusunan daftar kuesioner gunamendapatkan
sgjumlah datayang diperlukan.

Untuk mengetahui bagaimanaimplementas
kebijakan UMK di tigp-tigp perusahaan yang men-
jadi sampel pendlitian, makapi hak-pihak yang depat
menjadi responden untuk menjawab kuesioner yang
diedarkan ditetapkan tigaorang secarapurposf sam-
pling yaitu satu orang dari pihak Mangemen Perusa
haan adalah Mangjer Personalia Perusahaan, satu
orang ketuadari pengurus Serikat Pekerja/buruh
Perusahaan dan satu orang dari pihak pekerjalburuh
perusahaan. Pengambilan satu responden tersebut
dengan alasan bahwa pekerja/buruh tersebut berada
di lingkungan pekerjaanyang sgenisdan sdevd serta
bersfat homogen.

Prosadur pengumpulan dataddam penditian
ini dilakukan dengan meldui penggunaan kuesioner
yang disampai kan kepadaperusahaan dan/atau seri-
kat pekerja. Kuesioner disusun dalam skalaLikert
sebaga formas item-item pengukut variabd pendli-
tian berbentuk pernyataan persetujuan denganlima
pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S),
Kurang Sesua (KS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat
Tidak Sesual (STS). Untuk pernyataanyang bersfat
favorable (positif), diberlakukan skor sebagai
berikut: SS=5,S=4,KS=3,TS=2,dan STS=
1. Sednagkan untuk yang bersifat unfavorable
(negatif) diberlakukan skor sebaliknya: SS=1, S=
2,KS=3,TS=4,dan STS=5.

Metode analisis dilakukan dengan cara
pengujian kuesioner yaitu melalui pengujian ke-
validan setiap item pernyataan kuesioner dan
pengujianrdiabilitasvariabd penditiandanandis
diskriptif yaitu dengan menggunakan kategori
kualitas: sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang
sesual (KS), tidak sesual (TS) dan sangat tidak
sesual (STS) sebagai jawaban dari daftar per-
nyataan/pertanyaan kuesioner yang digjukan
kepada responden.

Adapun rancangan uji hipotesisyaitumeng-
gunakanteknik andigsjaur (path analysis), dengan
diagram struktur pengaruhis kebijakan UMK, infor-
mas kebijakan UIMK, dukungan kebijakan UMK
dan potensi kebijakan UMK terhadap Hubungan
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K erjaperusahaan-pekerjalburuh dengan visualisas
padagambar 2, sebagai berikut:

Gambar 2. Diagram Jalur Struktur Pengaruh

Y = Péxy x +No6x2X,+ Pyx¢ X,+Pyx4X,+&

Dimana:

_Isi Kebijakan UMK

Informasi Kebijakan UMK

_Dukungan Kebijakan UMK

_Potensi Pelaksana K ebijakan UMK

: Hubungan K erjaPerusahaan-Pekerja

- Faktor-faktor di luar X, X, X, dan X, yang
berpengaruh terhadap Y

:Koefisienjalur

- Koefisenkorelas

1
2
3
4

Do < X X X X

-~ T

HASIL

Hasil Penelitian Isi Kebijakan UMK (X))

Tabel 2. Hasil Penelitian Isi Kebijakan UMK
Slor Tatal

Fuehuemsi Respors Medimn ~ D-tegmd
He. Item 55 5 KS T STS
5 4 3 2 1

1 z 3 4 5 67 ] g

1 Mammmman 3 74 118 13 12 m Enrare
ering (36,407

2 Tesediasaams 0O 75 37 &4 1M 172 Rendah
prasatata (15,75

3 Adaryapere 0 7 137 16 1 % Enrre
tapan prioritas (37,79

4 Adamyapeogean 6 71 A0 102 101 184 Rendah
kexja yang jelas (16,223

5 Tesediasumber 2 353 1'% 112 7 X mne
dayn marusia (3734

£ Adanyawakh 2 &9 103 1% 0 20 Fnrarg
pelaksanaan yang 31w
mlap

7 Adanyabisya 4 7% 1M 142 7 22 Enrare
yaug olup (34,55

Keterangan:

Rendah (< Kuartil | [<25%]); Kurang (>=Ku artil | &
<Median [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil 111
[50%-74%)); Tinggi (< Kuartil 111 [>=75%])
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Hasil Penelitian Informasi Kebijakan UMK (X))

Tabel 3. Hasil Penelitian Informasi Kebijakan UMK

Fielnes i Respons

Ho o W 5 K T T Smﬂf -
T4 3 2 1
1 2 3 4 5 & 7 &8 7
% Aduga skto 75 Fme
- SO 18 T 9 (420
9 Adarys infbmesi % Kmee
pibek atas £ 085 18 T 6 (489
10 Adarys infbmesi 13 35 K
ik pelsesae 3 & 18 5 6 (BB
11 didarys ifbmesi 3 K
ohjek kebjalan 307 151 % 10 (REW
12 Adarys ifbmesi 0 0B 18 % 13 289 Kowe
kaaraih an masyarakat (40,75
Keterangan:

Rendah (< Kuartil | [<25%)]); Kurang (>=Kuartil | &
<Median [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil 111
[50%-74%)); Tinggi (< Kuartil 111 [>=75%])

Hasil Penelitian Dukungan Kebijakan UMK (X3)
Tabel 4. Hasil Penelitian Dukungan Kebijakan UMK

Frelnensi Bespomws
Skor Totd
Ha. Tem % %5 K5 T OITS Median Eate
4 3 2 1
1 2 3 04 5 [} 7 8 E
13 Adarya efeltivitas 0Do& 95 18 15 265 Forang
sarana yarg dipikh (35,29
14 Adarnya kenregulan D8 & MW 5 263 Horang
situw i pelaksanaan (34,5353
15 Adanys latarhelalans oo 193 48 11 ral Burang
bus o (48,084
16 Adanyabadisikebdssaan 0 @2 8 &0 17 M3 Eorang
g Tutin (A2
17 Adanys crgarisasi oM Mo 8 M9 K
pelaksanaan (31 5%
18 Adanyalesa sana 0@ M 45 1l A7 K
4105
Keterangan:

Rendah (< Kuartil | [<25%]); Kurang (>=Kuartil | &
<Median [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil I
[50%-74%]); Tinggi (< Kuartil 111 [>=75%])

Hasil Penelitian Potensi Pelaksana Kebijakan
UMK (X,)

Tabel 5. Hasi| Penelitian Potens PelaksanaK ebijakan UMK

Freluensi Fespors Sl

Ho. Ttem 58 5  EKs T5 5Ty Tl Eaegod

5 4 3 2 1 Medin
1 2 34 5 [ 7 8 3

19 Adanya penbagian o & & 117 B 254 Farang
gas yang bak (3247)

A Adanya difevensizi o &% 7B e 2 23 Frang
gas hormontal (30,2%4)

21 #danya difewrsiasi 2 88 5ol 17 49 Furang
zas vertieal (31,858

2 Adanya penbatasan 30®% ¥ 1M B M7 Farang
gas yang plas 3L1%)

5 Adanya penbagian 1 & 7 1M 13 8 Farane
wrewrerang sesual higas (29,1%5)

M Admyatnkgdeser 300® 0 55 18] 12 29 K
tralisasi pelaksanaan [29,3%5)
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Keterangan:
Rendah (< Kuartil 1 [<25%)]); Kurang (>=Kuartil | & <Me-
dian [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil 111 [50%-

74%)); Tinggi (< Kuartil 111 [>=75%])

Hasil Penelitian Hubungan Kerja Perusahaan
dengan Pekerja/Buruh (Y)

Tabel 6. Hubungan K erja Perusahaan — Pekerja/Buruh

Ho  Iem Frelmersi Baspons SkorTotal  Eategor
§ 5 ES T8 STE  Medin
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 & 7 i e
25 Menbimbing 0100192 35 2 347(55%%) Cuup
% Menbina 312159 3309 3/4(577%) Culap
1 Menbina 0131 153 40 & 384(577% Culap
28 Meraarat 2128 13 8l 4 (55 Culop
2 Menberiupahlayak 2 126 128 51 23 387(58.4%) Culp
) Pengabuanupzh 1128 150 &8 &2 358(%54%) Culup
31 Menber janinan 2 133 110 55 30 3#4(577% Culup
Jesejalteraan
32 Taatdantmdukpada 1 13 181 456 24 387(584%) Culp
peratiran
35 Bertangmungjawad 4 1R s 12 [45059% Cudup
tethadap kelancaran
pemsahaan
H Menmiptakankeanse 0 % 171 45 20 (50,284 Culoap
ranlinghinzan
pemsahaan
35 Menbenkanhasi 3083 2349 12 HIE25%) Culup
pekerjaan
¥ Pekejaandilalnkan 0 89 1% 38 7 332(505%) Culup
derzan panth
kesadatan
Keterangan:

Rendah (< Kuartil | [<25%]); Kurang (>=Kuartil | & <Me-
dian [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil 111 [50%-
74%)); Tinggi (< Kuartil 111 [>=75%])

Metode analisis yang digunakan dalam
penguijian hipotesisadalah Path Analysis dengan
hasil uji pengaruh dapat dilihat pada gambar 3
sebagal beriku:

e B4R

P om0

Gambar 3. Pengujian Hipotesis

27

Persamaan struktural yang menunjukkan
hubungan kausatif antar variabd dari diagramdi atas
add ah sebagai berikut:

Y= pYXl*Xl + prz*Xz + prs*Xs +
pYXA*X4 + pv?* 2 R

Y =0,1481*X, + 0,1736* X, + 0,1534* X, +
0,1665* X, +0,9179*?, R2=0,1575

Is Kebijakan UMK

Informasi Kebijakan UMK

Dukungan K ebijakan UMK

Potensi Pelaksana K ebijakan UMK

Hubungan Kerja

koefisien jalur yang menunjukkan
kuatnya pengaruh variabel penyebab

galat/residu/error struktur
koefisien determinasi multipel yang
menunjukkan besarnya pengaruh
seluruh variabel penyebab yang
terlibat dalam suatu struktur

PEMBAHASAN

Pembahasan Pengaruh Isi Kebijakan UMK
terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil pendlitian uji kontribusi
pengaruh parsd (tabel 2), menunjukkan bahwals
Kebijakan UMK berpengaruhlemah secaraparsid
terhadap Hubungan K erjadengan arah pengaruh
negatif. Adaduaha yang menyebabkan timbulnya
pengaruhnegatif bagi i kebijakan yaitu pertamadari
pihak perusahaan sedang dan perusahaan kecil yang
tidak mau menerima penetapan besaran UMK yang
diberlakukan samaratabagi semuaperusahaan. Ha
ini dianggap tidak adil dikaitkan dengan kemampuan
masing-masing kel ompok perusahaan. Kedua, pihak
pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh menol ak,
karenabesaran UMK yang ditetapkan tidak sesual
dengan perhitunganindekshargakonsumen (IHK)
dan kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini berakibat
timbulnya sikap konfrontatif pihak perusahaan
sedang dan perusahaan kecil, pihak pekerja/buruh
dan serikatnya terhadap kebijakan UMK yang

diberlakukan. Bagi perusahaan yang kurang dapat
menyikapi is kebijakan UMK mendorong parape-
kerja untuk melakukan berbagai tuntutan. Dan
rendahnyakemampuan beberapaperusahaan dalam
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memenuhi berbagai tuntutan tersebut berefek pada
semakin buruknyahubungan kerjaantaraperusahaan
dengan pekerja/buruh.

Sdanjutnyamerujuk kepadahas| wawan-
cara dari pihak pengurus serikat pekerja/buruh,
pekerja/buruh dan mangjer personaliaperusahaan
padaumumnya mendukung sepenuhnyauntuk dilak-
sanakanis kebijakan UMK . Oleh karenaitu peneta
pan besaran UMK diharapkan dihitung berdasarkan
indeks KHL danindeks|KH sehinggabetul -betul
dapat mencerminkanisi kebijakan UMK sebagai
jaring pengaman upah yang dapat mengurangi ke-
senjangan penghasilan, meningkatkan dayabeli,
mendorong peningkatan produktivitaskerja, men-
dorong kinerja, menegakkan disiplin kerja, dan
mendorong hubunganindustria yang harmonis.

Pembahasan Pengaruh Informasi Kebijakan
UMK terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hagil pendlitian uji kontribus
pengaruh parsial, menunjukkan bahwa Informasi
Kebijakan UMK berpengaruh sangat lemah secara
parsd terhadap Hubungan Kerja, namun hipotess-
nya dapat diterima dibanding dengan pengaruh
dimens is kebijakan UMK dan dimens dukungan
kebijakan UMK dimana kedua-duanya hipotesis
ditolak. Arah pengaruh kuat ini menunjukkan bahwa
perusahaan dengan Informasi Kebijakan UMK
yang lebih baik, memberikan kontribusi dukungan
kuat kepadakualitas Hubungan Kerjayang lebih
harmonis. Penyampaianinformas yang baik sesung-
guhnyasangat didambakan oleh semuaperusahaan
dan para pekerja/buruh serta pihak-pihak yang
terkait, karena dengan adanya informasi dapat
memberikan konstribusi yang berarti bagi semua
pihak, gunadapat dijadikan sebagai bahan pertim-
bangan dalam berbagai hal yang bersangkut paut
measal ah dan pemecahannyasartauntuk menghindari
miskomunikes.

Sdlanjutnyamerujuk kepadahas| wawan-
cara, keberpengaruhan Informas Kebijakan UMK
secaraparsa terhadap Hubungan K erjaditunjukkan
oleh adanya pendapat bahwainformas perlu men-
jadi tumpuan sentral gunamenjadi bahan pertim-
bangan pemecahan masalah dan menjadi bahan
daamkeputusanimplementas kebijakan UMK oleh
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semuayang terkait. Informas sangat didambakan
gunamemberi keskuratan dalam penetgpan besaran
UMK yang berdasarkan perhitunganindeksharga
konsumen (IHK) dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Berbedadenganis kebijakan yang mem-
punyai pengaruh kurang terhadap hubungan kerja,
hal ini disebabkan besaran UMK yang ditetapkan
tidak bisaditerimadan dilaksanakan oleh perusahaan
sedang dan perusahaan kecil, karena data dan
informasi kondis perusahaan tersebut tidak menjadi
dasar perhitungan dalam penetapan besaran UMK.
Oleh karenaitu keberadaan informasi terhadap
penetapan isi kebijakan sangat diperlukan, tetapi
kenyataannyainformead kondis kemampuan perusa
haan sedang dan perusahaan kecil kurang diper-
hitungkan, sehinggaterjadi penetapan kebijakan
UMK yang samaratabagi semuaperusahaan.

Pembahasan Pengaruh Dukungan Kebijakan
UMK terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian uji kontribusi
pengaruh parsd, mnunjukkan bahwadukunganter-
hadap kebijakan UMK berpengaruh sangat lemah
secaraparsial terhadap hubungan kerja. Arah pe-
ngaruh tersebut dengan al asan bahwa semuapihak
yang terkait (terutamapihak perusahaan, serikat
pekerja/buruh dan parapekerja/buruh perusahaan
sedang dan kecil) kurang menaruh harapan untuk
memberikan dukungan implementas kebijakan
besaran UMK yang telah ditetapkan. Dengan
dukungan Kebijakan UMK yang sangat lemah,
dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas
Hubungan K erjayang rendah atau tidak harmonis.
Dukungan yang sangat |emah tersebut timbul mana-
kaladari semuayang terkait merasatidak terako-
modas aspiras dan kepentingannya Untuk menga:
komodas aspiras dankepentinganyangterkait tentu
perlu dilakukan berbagai pendekatan melalui
pertemuan danlobi-lobi untuk merembukkan semua
hal yang berhubungan dengan perbaikan is kebija
kan, informasi kebijakan, dan potens pelaksana
kebijakan, guna menciptakan hubungan kerja
perusahaan-pekerjalburuh yang harmonis.

Sdanjutnyamerujuk kepadahas| wawan-
cara dari pihak yang terkait (Perusa-haan yang
diwakili oleh Apindo, Disnakertrans Kabupten
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Bandung, pekerjalburuh yang diwakili oleh Serikat
Pekerja/Buruh, Dewan Pengupahan Kabupaten
bandung), makadari dimens dukungan kebijakan
memberikan dorongan lemah kepadaimplementas
kebijakan UMK berbarengan dengan dukungan dari
tigadimend lainnya

Pembahasan Pengaruh Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil penditianuji kontribus
pengaruh parsial (tabel 5), menunjukkan bahwa
potens pelaksanakebijakan UMK adalah sangat
lemah. Hal ini disebabkan adanyapotend pelaksana
dari sebagian perusahaan, terutamadari kelompok
perusahaan sedang dan perusahaan keci tidak dapat
mel aksanakan kebijakan UMK yang ditetapkan
setiap tahun bagi semua perusahaan. Dan secara
rasiond seharusnyamemang besaran UMK dari tigp
kelompok perusahaan berbeda-bedadantidak disa
maratakan. L atar bel akang pertimbangan kebijakan
dari adanya pemerataan besaran UMK adalah
bertujuan sebagai jaring pengaman upah guname-
ngurangi kesenjangan tinggi rendahnyaupah antar
perusahaan, pemerataan penghadlan, meningkatkan:
penghasilan, dayabdli, etoskerja, displinkerja, pro-
duktivitaskerja, kinerjadan terakhir yang paling
urgen untuk meningkatkan komunikasi serta hu-
bungan kerja perusahaan-pekerja/buruh yang har-
monis. Walaupun demikian sebaiknyapertimbangan
tersebut dari pihak kelompok perusahaan sedang
dan perusahaan kecil tetap tidak mau menerimadan
tidak bisamelaksanakan pembayaran UMK yang
telah ditetapkan, karenapotensi kemampuannya
memang tidak mendukungnya. Sehubungan penger-
tian tersebut, makakontribusi dukungan potensi
pel aksanakehijakan UMK terhadap hubungan kerja
perusahaan-pekerja/buruh dapat dikatakan kurang
baik.

Untuk mewadahi dukungan dari semua
potens kel ompok perusahaan agar dapat mengim-
pelementaskan kebijakan UMK, diperlukanandiss
datapotens dari semuakel ompok perusahaanyang
dapat memberikan gambaranriil kondis dansStuas
pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan
gambaranriil berdasarkan datapotens perusahaan,
dapat menjadi bahan perumusan penetapan besaran
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UMK yang adil, sehingganantinyaadaperbedaan
besaran UMK dari masing-masing kelompok
perusahaan. Dengan adanya perbedaan besaran
UMK tersebut diharapkan semua perusahan dapat
mel aksanakannya. Dengan adanyapenentuan besa-
ran UMK masing-masing merupakan faktor yang
dapat menghilangkan kecemburuan antarakel om-
pok perusahaan. Sebaliknya dari pihak pekerjal
buruh dan organisas serikatnyamenimbulkanggolak
protes atas perbedaan besaran UMK tersebut.
Perbedaan besaran UMK dan pemerataan UMK
mas ng-madng mempunya kelemahan dankebakan.
Dengan pemerataan besaran UMK pekerja/buruh
merasasenang dan merasaadil, tapi bagi kelompok
perusahaan sedang dan perusahaan kecil, merasa
tidak adil. Dengan adanya perbedaan UMK tiap
kel ompok perusahaan, makaperusahaan merasakan
adanya keadilan, tetapi kaum pekerja/buruh dan
serikat merasakeberatan. Dengan adanyaperbe-
daan yang demikian pihak pekerja/buruh dan
serikatnyamempunyai kebebasan untuk memilih
dternatif perusahaan manayangterbaik baginya

Demikian pulamerujuk kepadahasi| wa
wancarapekerja/buruh dan serikatnyadari kelom-
pok perusahaan sedang dan perusahaan kecil, me-
nyatakan keberatannya terhadap ketidakadilan
dalam penetgpan samaratabesaran kebijakan UMK
yang berlaku bagi semuaperusahaan. Dan secara
tegas menyatakan pulabahwa penetapan besaran
UMK secaramerataterlalu memihak kepadapihak
pekerja/buruh tanpa mempertimbangkan potensi
atau kemampuan kelompok perusahaan sedang dan
perusahaan kecil yang jauh berbedadengan kemam-
puan perusahaan besar.

Pembahasan hasil jalur pengujian hipoetsis

Berdasarkannila koefisenjaur variabd luar
untuk struktur yang diuji (dalam Gambar 3), nilal
koefisen determinas multipel dari seluruh variabel
eksogenusyang diuji adalah sebesar R2=1 - p2Y
= 15,75%. Dari nilai determinasi multipel ini dapat
diturunkan nilai koefisien korelasi multipel R =
0,3969. Nilai R ini menunjukkan bahwa derajat
pengaruh 19 Kebijakan UMK, Informas K ebijakan
UMK, Dukungan Kebijakan UMK, dan Potens
Pelaksana K ebijakan UMK terhadap Hubungan
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Kerja relatif rendah, yaitu antara 0,20 - 0,40
(Guilford, 1956: 145), jikadibandingkan dengan
faktor-faktor lainyang tidak diteliti.

Hubungankorelasona antarals Kebijakan
UMK (X1), Informasi Kebijakan UMK (X2),
Dukungan Kebijakan UMK (X3), dan Potensi
PelaksanaK ebijakan UMK (X4) sebagai dimensi-
dimens dari Implementas Kebijakan ditunjukkan
oleh koefisien korelasi rXiX| sebagai manadapat
dilihat padagambar 3. Hasil uji signifikansi pada
masing-masing koefisien korelasi antar variabel
bebastersebut menunjukkan bahwadimens-dimens
Implementasi K ebijakan tersebut berhubungan ko-
relatif sstusamalain.

Besarnya pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1), Informas Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potens PelaksanaK ebi-
jakan UMK (X4) terhadap Hubungan Kerja(Y)
secara simultan adalah sebesar R2 = 0,1575 =
15,75%. Dengan katalain, besarnyavarias Hubu-
ngan Kerjayang dapat dijelaskan oleh keempat
variabe bebasdi atas secaras multan adal ah sebesar
15,75%. Sisavariasi, sebesar p2Y =(0,9179)2 x
100% = 84,25% atau 1 - R2, dijel askan oleh faktor-
faktor lainyangtidak ditdliti. Pengaruhlangsung dan
tidak langsung yang menguraikan besar pengaruh
total keempat variabel di atasdapat dilihat seleng-
kapnyapadatable 7, sebagal berikut:

Tabel 7. Distribusi pengaruh

Penganh
Langzung

Pengaruh
Total

SubTetd

i 2,8% 0,87 % 305%

Penganih tidak langsung, melalui
1.92%

Hy 3.01%

+|+]+

4,23%

+

b1 A ‘ L] Ha
. T AT e
1.37%

0N+ - 07Ee| | 07|+
oo+ -
o] +| 03]+ 1,26%] +

+

+
Ha|  23E%[+ 372%
+

Ha 2,77% 4,04%

= 1=1=

0,24%) + 0.34%
0,21%] +
Pengaruh variabel X4, Xz, X3, dan X+ tethadap
Pengaruh variabel lain Methadap v
Totd

15,75%]
4 26%
100,00%

¥i l5i bebijzkan UMK

¥ Informasi Kebigkan UMK

¥z Dukungen Kebijakan UMK

¥y Potensi Pdaksana Kebijakan UMK
Y Hubungan Kerja

Merujuk kepadahasl uji sgnifikang melaui
uji Ftampak bahwapengaruh Is Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4) secara simultan adalah
signifikan dengan p-value = 0,0011 < = 0,05
(Fhitung =4,9088 > Ftabel = 2,4582).
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Dengan demikian, hipotesis penelitian
mengenai adanya pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4) terhadap Hubungan Kerja
(Y), secarasmultan, diterima.

Untuk ringkasnya, sebagai manamerujuk
kepadabentuk uraiandi atas, pengaruh |9 Kebijakan
UMK (X1), Informasi Kebijakan UMK (X2),
Dukungan Kebijakan UMK (X3), dan Potensi
Pelaksana Kebijakan UMK (X4) secara parsia
terhadap Hubungan Kerja(Y) disgikan daamtabel
8yaitu:

Tabel 8. Hasil Uji Kontribusi Pengaruh Parsial

0]

PerngamhParial Pra Kategon - Fepuiisan  piym
1 2 3 4 5 g

i Eebijakan Hipotesis

K () 01481  SamgatLemah 16275 ditelal 219%,

Iforaves 1 Foehi Hipodesis

phan UME(E) 0173 Sangat Lemah 17914 diterima 301%

Dulnmzan Kb Hipotesis

akean TMEG ) 0153  SamgatLemsh 16,252 ditalal 2,355,

Potensi Pelaksana

Eebijakan [THE Hipotesis

(] 01885 SangatLemah 1795 diterrma 277

Keterangan: p,,, = koefisienjalur, p? ., = besar pengaruh
langsung, t,., = 1,6595. Signifikanjikat, . >t

M anakala perhitungan besaran UMK di-
dasarkan kepadainformas yang cukup lengkap dari
masing-masing kelompok perusahaan, maka
penetapan besaran UMK tidak akan samarataatau
akan berbeda-beda menurut potensi kelompok
perusahaan. I tulah sebabnyakeduanyamemberikan
pengaruh signifikan terhadap hubungan kerja.
Sedangkan s Kebijakan UMK (X 1) dan Dukungan
Kebijakan UMK (X3) tidak berpengaruh positif
secara parsial, karena informas dan data yang
mendukungis kebijakan UMK tidak begitu akurat
sesual dengan potens perusahaan, makadukungan
kebijakan UMK dari para pekerja/lburuh dan
kelompok perusahaan sedang dan kecil tidak
mempunyai pengaruh positif. Itu pulasebabnya
pengaruh keduanya tidak signifikan terhadap
hubungan kerja, sebagaimanadijel askan berikut di
bawahini.

Merujuk kepadahasi| uji Sgnifikang medui
uji t tampak bahwapengaruh Informas K ebijakan
UMK (X2) dan Potens PelaksanaK ebijakan UMK
(X4) secarapardd addah sgnifikan denganp-vaue
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< =0,05. Sementara, pengaruh 19 Kebijakan UMK

(X1) dan Dukungan K ebijakan UMK (X3) secara
parsial tidak signifikan dengan p-value> =0,05.
Dengan demikian, duadari empat hipotesiskerja
diterima. Adanya pengaruh Isi Kebijakan UMK

(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4) secara simultan terhadap
Hubungan Kerja(Y) menunjukkan bahwatinggi-
rendahnyakualitasls Kebijakan UMK, Informas

Kebijakan UMK, Dukungan Kebijakan UMK, dan
Potens PelaksanaK ebijakan UMK, secarasinergis
dapat menjelaskan tinggi-rendahnya Hubungan
K erjapadaperusahaan-perusahaan yang diteliti.

Secaraparsd diantarals Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebhijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kehijakan UMK (X4), dinyatakantingginyakuditas
Hubungan Kerjalebih didominas oleh Informas
Kebijakan UMK (X2) dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4).

Dadammode pengaruhini, faktor-faktor luar
yang tidak ditdliti lebih mendominas pengaruhter-
hadap Hubungan K erjadibandingkan keempat va-
riabel Implementasi K ebijakan tentang UMK yang
ditdliti. Faktor luar yang dimaksud antaralain adaah
faktor keadilan, pengawasan dan faktor lingku-
ngan.(Papasi, 1991: 112, Bellone, 1980:4,
Handayaningrat, 1985:145-147, Winardi ,2004:75-77).

Pembahasan Variabel Hubungan Kerja Peru-
sahaan-Pekerja/Buruh

Hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja/
buruh

Adabeberapa permasal ahan yang dihadapi
perusahaan dan para pekerja/buruh untuk dapat
memperoleh sgjumlah hak-haknya. Hak-hak ter-
sebut ditentukan oleh yuridisformanyadalamis
perjanjian yang telah disepakati bersama. Sebagai-
manapenjelasan yang telah di utarakan terdahulu
bahwaadatigabentuk yuridisformal yang menen-
tukan nilai-nilai hak dan kewajiban antaraperusa-
haan dan parapekerjalburuh yaitu perjanjiankontrak
kerja(PKK), peraturan perusahaan (PP), dan kese-
pakatan kerja bersama (KKB). Masing-masing
bentuk perjanjian kerjatersebut mempunyai kan-
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dunganis berbeda-bedayang menyangkut hak-hak
dan kewajiban masing-masing perusahaan dan
pekerjalburuh.

Hak-hak pekerja/buruh yang tercantum da-
lam PKK tidak terinci seperti halnyadengan dalam
PPdan KKB. Substans |s dan bentuk PKK ' diten-
tukan sepenuhnyaol eh mangjamen perusahaan. Be-
gitu adapelamar kerjayang bersediabekerja, lang-
sung disodorkan formulir PKK untuk diisi tanpa
banyak pertanyaan. Bersamaan dengan maraknya
saran pendapat untuk merevist UU N0.32 tahun
2003 tentang K etenagakerjaan sekitar tahun 2004
pada umumnya perusahaan telah menggunakan
PKK, karena lebih mudah dan praktis. Danlebih
utamalagi bagi perusahaan addah untuk membatas
berbagal tuntutan yang berhubungan dengan kese-
jahteraan para pekerja/lburuh. Di dalam isi PKK
jenishak-hak pekerja/buruh hanyabesarnyaupah
dansyarat-syarat kerjayangtertulisdaam PKK dan
masa berlakuknya hanya satu tahun. Dan sesudah
selesal masakontrak, pihak pekerjalburuh yang ber-
sangkutan langsung keluar dari perusahaan yang
bersangkutan tanpadapat menuntut apapun kecudi
gpayangterteradadamis PKK. Dan PKK tersebut
meas h dapat diperbaharui kembali manakalapekerjal
buruh tersebut masih dibutuhkan oleh perusahaan
yang bersangkutan. Tetapi padaumumnyaperusa-
haan selalu ingin mencari pekerja/buruh baru,
dengan a asan bahwapekerjaburuh baru mempunyai
semangat baru, displintinggi, loyditasdan dedikas
penuh dalam menjad ankan tugaskewgjibannya, dan
tidak bermacam-macam tuntutannya baik saat
diterimamaupun sesudah sel esal masakontraknya.
Tidak samadengan pekerjalburuh yang sudah lama
bekerja, mempunyai Iebih banyak tuntutan antara
lain menyangkut kenaikan upah dan aspek-aspek
kesejahteraan lainnya. Tetapi bagi pekerja/buruh
yang diterimaberdasarkan PKK dengan masakerja
satu tahuntidak adatuntutan kecudi gpayang tertera
di dalam PKK.

Berbeda dengan bentuk PP, pekerja/buruh
masih diberi kesempatan untuk ikut sertamembe-
rikan saran pendapat dalam penyusunan materi PP,
M ekanisme dalam penentuan materi PP tersebut
meashdidominas pihak mangemen perusahaan, dan
pihak pekerja/buruh dan organisas serikatnyahanya
bersfat komplemen sgauntuk memenuhi ketentuan
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peraturan pemerintah dalam hubunganindustrial .
Dengan demikian hak-hak dan kewagjiban perusa-
haan dan pekerja/buruh dinyatakan secarategasdan
lebih lengkap dibanding dengan PKK. Masa
berl akunya PP duatahun, dan tahun berikutnyadapat
diperpanjang satu tahun lagi berdasarkan kesepa-
katan bersama antara perusahaan dengan pekerjal
buruh. Yang menggunakan PPini padaumumnya
adalah kelompok perusahaan besar.

Lain halnya dengan KKB, pekerja/buruh
besertaorganisas serikatnyadan pihak mang emen
perusahaan secarabersama-samakompromi dalam
penyusunan dan penetapan materi KKB. Masa
berlakunya KK B duatahun dan tahun berikutnya
dapat diperpanjang satu tahun lagi. KKB secara
pringp memuat (Rudi, 2004:175):

1. hak dankewgjiban pengusaha;

2. hak dankewgjiban pekerka/buruh dan seri-
katnya

3. jangkawaktudantanggd berlakunya

4. tandatangan parapihak pembuat KKB

5. diketahui dan disahkan oleh Disnaketrans
yang bersangkutan”.

Penggunaan KK B ini jarang digunakan kecudi
beberapaperusahaan dari kelompok perusahaan be-
sar, untuk menghindari beban pengeluaran biaya
kesgj ahteraan para pekerja/buruh yang setiap saat
dapat meningkat mengikuti kenaikan hargabarang
komuditi di pasaran. Dalam pel aksanaan pemba-
yaran upah di perusahaan saat ini sangat bervarias,
adayang mengikuti pembayaran menurut UMK yang
ditetapkan setigp tahun seperti padake ompok peru-
sahaan besar, dan adajugayang tidak mengikuti se-
perti kelompok perusahaan sedang dan perusahaan
kecil dan masing-masing berbedasesua dengan
kemampuannya

Pembahasan Kewajiban Perusahaan Dalam
Hubungan Kerja

Berdasarkan datadari Disnakertrans Kabu-
paten Bandung bahwarata-rata44 % perusahaan
kurang dapat mel aksanakan kewgjibannya, antara
lain kelompok perusa-haan sedang dan perusahaan
kecil tidak mau membayar upah pekerja/buruh
sebesar UMK yang telah ditetapkan. Hak-hak bagi
perusahaan dalam hubungan kerjasesungguhnya
bersumber dari hasi| pel aksanaan tugaskewgjiban
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parapekerja/buruh. Sebaliknyahasi| pelaksanaan
tugas kewajiban perusahaan pada hakekatnya
menjadi hak-hak bagi para pekerja/buruh. Oleh
karenaitu antara hak dan kewajiban perusahaan
dengan hak dan kewgjiban parapekerja/burun mem-
punyai hubungan secara kausalitas. Manakala
pel aksanaan kewajiban perusahaan kurang baik,
maka akan berpengaruh atau berdampak kepada
penerimaan hak-hak parapekerja/buruh. Pekerjal
buruh yang menerimahaknyayang diberikan oleh
perusahaan kurang baik, maka tentunya para
pekerjalburuh merasatidak senang dan dapat kapan
waktu dapat melakukan protes atau unjuk rasa.
Begitu pulaperusahaan yang menerimahaknyadari
hasi| pel aksanaan tugas kewajiban pekerja/buruh
kurang baik, tentunya pihak perusahaan merasa
keberatan dan kapan waktu dapat memberi peri-
ngatan atau mungkin mel akukan pemutusan hubu-
ngankerja.

Untuk memperkuat pendapat tersebut di
atasdapat dilihat hasil andisiskualitas pel aksanaan
kewgjiban perusahaan yang menunjukkan hasl| kate-
gori kurang Pihak parapekerja/buruh dan organisas
serikat pekerja/buruh menyatakan bahwa pel ak-
sanaan kewgjiban perusahaan yang merupakan hak-
hak yang harus diterima ol eh para pekerja/buruh
dinyatakan kurang pada aspek pembinaan, pera-
watan kesehatan, pemberian upah, pemberian ja
minan sosd . Permasal ahan-permasa ahan tersebut
menjadi sumber pemicu timbulnya unjuk rasabag
parapekerja/buruh yang didukung oleh organisasi
serikat pekerjalburuh

Berdasarkan kenyataan bahwasemuake-
lompok perusahaan menekankan keharusan mene-
rimahak-haknyadari parapekerja/buruh dengan
baik, sementarahak-hak parapekerja/buruh kurang
terpenuhi. Dari Snilahawa munculnyaketimpangan
yang tidak adil daam kesaimbangan antarahak-hak
dankewgjiban perusshaan dengan pihak pekerjalburuh.

Hak-hak perusahaan diperoleh dari hasil
pel aksanaan tugas kewajiban para pekerja/buruh,
berupa produk-produk yang tel ah ditentukan kuan-
titasdan kualitas oleh perusahaan. Dan produk ter-
sebut diprosesmelaui pemberian perintah, disiplin
kerja, dan tugas-tugas pekerjaan kepada pekerjal
buruh. Para pekerja/buruh dituntut secara ketat
untuk mentaati semuaketentuan gunamewujudkan
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produk yang sudah ditargetkan. Manaka ahak-hak
perusahaan berupaproduk tersebut dapat diterima
dengan baik, hal ini menandakan bahwa pihak
pekerja/buruh telah mel aksanakan secarasungguh-
sungguhtugas-kewgjibannyadengan baik. Danfeno-
menasemacamini merupakan saah satu unsur yang
dapat mendukung hubungan kerjaharmonisperusa
haan-pekerja/buruh. Yang sering menjadi sumber
masal ah mengapa parapekerja/buruh sering mela-
kukan unjuk rasa, karena pihak perusahaan tidak
sepenuhnyame aksanakan tugaskewgibannyayang
merupakan hask-hak parapekerja/buruh.

Parapekerja/lburuh merasadicurangi, dile-
cehkan dan dirugikan oleh perusahaan, karenapara
pekerja/buruh telah berupaya sepenuhnya untuk
mel aksanakan semuahal yang menjadi tugaske-
wajiban dengan baik, tetapi dari perusahaan kurang
memberikan hak-haknyayang berkaitan dengan
aspek-aspek kesgahteraannyaantaralain misalnya
- jaminan sosd tenagakerja, jaminan kesdlamatan
dan kesehatan kerja, jaminan kecelakaan kerja,
pembayaran upah lembur yang seharusnyapadajam
pertamadibayar 1 kali, jam keduadibayar 1,5, kali
dan jam ketiga dibayar 2 kali dari jumlah upah
pokok. Demikian pulayang berhubungan dengan
tunjangan hari tua, tunjangan sakit, tunjangan cuti
tahunan, tunjangan hamil dan me ahirkan, tunjangan
anak-isteri, santunan nikah, santunan sunatan, san-
tunan kematian dan pemberian penghargaan.

Untuk menci ptakan hubungan kerjaharmonis
antara perusahaan dengan pekerja/buruh, maka
keduanyaharus berupayadapat mel aksanakan hak-
hak dan kewgjibannyamas ng-masing dengan baik.
Sebab penerimaan hak-hak perusahaan merupakan
hasi| pel aksanaan tugas kewajiban para pekerjal
buruh begitupun sebdiknya Untuk menjagaadanya
hubungan kerja, perlu diciptakan keseimbangan
melalui komunikas duaarah yang baik antarape-
rusahaan dengan pekerja/buruh dalam menetapkan
besar kecilnyahak-kewajiban.

Adafenomenayang bersfat klask yang perlu
dihindari dalam hubungan perusahaan-pekerjalburuh
yaitudimanapihak pekerjalburuh selau dituntut me-
|aksanakan kewagjibannyadengan baik, sementara
perusahaan tidak berupayaseba k mungkin mel ak-
sanakan kewajibannya. Pihak pekerja/buruh sebe-
narnyamemahami gpayang harusdilakukan danjuga
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memahami gpayang harusditerima hak-haknyadari
perusahaan. Dan pekerja/buruh tahu manakaadiru-
gikan atas penerimaan hak-haknyadari perusahaan
seperti halnyapembayaran upah tidak sesua dengan
besarnyaUMK yang tel ah ditetapkan oleh peme-
rintah atau tidak setarabesarnya upah dengan di
perusahaan lain. Oleh karenaitu untuk menjaga
hubungan kerjaharmonis perusahaan-pekerja/burun
perlumemdiharakesaimbangan antara pel aksanaan
hak-kewsgjiban perusahaan dengan pel aksanaan hak-
kewajiban pekerjalburuh.

Pembahasan Kewajiban Pekerja/Buruh Dalam
Hubungan Kerja

Pembahasan kewajiban pekerja/buruh
daam Hubungan Kerja menunjukkan hasil dengan
kategori cukup (tabdl 6). Timbulnyakategori cukup
merupakan kilasbalik (plash back) dari kurang
bai knya pel aksanaan kewgjiban perusahaan. Wujud
baik dari pelaksanaan tugaskewsjiban perusahaan
ditandal dengan terpenuhinyahak-hak yang harus
diterima oleh para pekerja/buruh. Hak-hak para
pekerjal/buruhyang sering tidak diterimasgpenuhnya,
makamotivas dan kinerjanyamenjadi menurun
ddam melaksanakan tugaskewajiban.

Menurut hasil wawancaradari pihak Mana-
jer PersondiaPerusahaan dan pihak pengurus Orga:
nisas Serikat Pekerjabahwakinerjapekerja/buruh
menurun (dengan perol ehan kategori cukup) antara
lain karenamerasatidak puas atas hak-hak yang
telah diterimadan sebagian waktunya digunakan
untuk unjuk rasa, sehingga waktu kerjanya tidak
digunakan untuk produks dan perusahaandirugikan.
Fenomena unjuk rasaini merupakan salah satu ben-
tuk kekecewaan pekerja/buruh terhadap perusaha-
an, karenakewgibannyatidak dipenuhi secarabaik,
sedang dipihak lain pekerjalburuh dituntut melaksa:
nakan kewajibannya secara optimal. Fenomena
semacamini jugaikut mengganggu hubungan kerja
harmoni s perusahaan-pekerja/buruh.

Upaya Perbaikan Implementasi Kebijakan
Publik Dalam Rangka Mendukung Hubungan
Kerja Perusahaan-Pekerja/Buruh

Berdasarkan hagi| pendlitian, sebaga temu-
an, penelitian ini menunjukkan bahwamodel pe-
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ngaruhfaktor-faktor yang ditdliti terhadap Hubungan
Kerjamempunyai tingkat kesesuaian yang rendah
atau Hubungan Kerjalebih dominan ditentukan
faktor-faktor laindi luar Implementas Kebijakan
UMK antaralain seperti faktor keadilan, penga-
wasan danfaktor lingkungan. Hdl ini tercermin dari
nilal koefisen determinas multipe padamodd, yaitu
sebesar R?= 15,75 %. Sedang factor-faktor lain
termasuk factor keadilan, pengawasan dan factor
lingkungan sebesar 84, 25 %. Dengan demikian, hasl
pemodelan ini membuka peluang dilakukannya
penditianlanjutan untuk melibatkan faktor-faktor lain
di luar persyaratan Implementasi Kebijakan UMK
yang tidak ditdliti, yang secarateoretisdan empiris
memiliki pengaruh terhadap Hubungan Kerja
perusahaan-pekerja/buruh.

Faktor keadilan ddam kaitan dengan Imple-
mentasi Kebijakan UMK bahwadalam penetapan
besaran kebijakan UMK perlu disesuakan dengan
datapotens kemampuan masi ng-masing kelompok
perusahaan. Faktor keadilan disini memainkan
peranan untuk mel etakkan dasar-dasar nilal keedilan
ddam perumusan besaran UMK, untuk menghindari
adanyapemerataan karenapotens kelompok peru-
sahaan berbeda-beda

Faktor pengawasan diperlukan dalamim-
plementas kebijakan UMK, karenabeberapa peru-
sahaan ada kecenderungan selalu mel akukan pe-
langgaran. Peranan pengawasan ini adal ah untuk
mencegah terjadinyapel anggaran dan memberi in-
put kepada penegak hukum untuk ditindak lebih
lanjut.

Faktor lingkungan internal adalah faktor-
faktor yang adadi dalam organisas berupafaktor
pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor
pendukung adalah faktor yang dapat membantu
proses terlaksananya kegiatan untuk mencapal
tujuan, misanyasumber dayamanusa(SDM) yang
kapabd dalam melaksanakan tugaskewgjibannya,
saranadan prasaranayang dapat menjadi alat bagi
SDM untuk melaksanakan tugas kewajibannya,
ketentuan peraturan yang dapat dijadikan sebagal
norma, pedoman dan prosedur bagi SDM dalam
berorganisas . Faktor penghambat adalah semuahal-
hal yang tidak bisamembantu kelancaran proses
kegiatan dan sewaktu-waktu dapat menjadi masdah
bagi proses mangemen dan dinamikaorganisas,
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misalnyaSDM yang tidak kapabel dalam melak-
sanakan tugaskewajibannya, saranadan prasarana
serbaterbatas sertaketentuan peraturan yang kaku
dantidak bisamendukung dinamikaorganisas kare-
nasudah usang.

Faktor lingkungan eksternal adalah Situasi
dan kondis yang sedang berkembang di luar ling-
kunganorganisad, antaralain misanya aspek sosd
politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan aspek
keamanan. Aspek eksternd tersebut perlu direspon
dandiakomodas untuk dapat dijadikaninput dalam
rangkamendukung prosesdinamikaorganisas. Ma
nakala faktor eksternal tidak dicermati secara
seksamauntuk kepentingan organisas, dapat men-
jadi penghambat yang menimbul kan berbagal kesu-
litan bagi perkembangan organisasi. Aspek sosid
politik lazimnyabersumber dari jgjaran lembaga
eksekutif danlegidatif danyudikatif (suprastruktur
daninfrastruktur sistem politik) misanyaberkaitan
regulas yang mengatur kepentingan ketenagekerjaan
baik secara regiond, nasiona daninternasiond. Di
bidang sosia ekonomi misalnyamenyangkut nilai
tukar rupiah dalam bursavakutaasing, hargasem-
bilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, perkem-
bangan perdagangan nasiond daninternasiond. Di
bidang sosial budaya misalnya perilaku budaya
masyarakat, nilai-nilal kebiasaan dan adat i stiadat,
perkembangan kependudukan, dan polaberpikir
masyarakat yang sedang berkembang.

SIMPULAN

K eberpengaruhan Implementas Kebijakan
UMK terhadap Hubungan K erjaini meneguhkan
hasi| kesimpul an bahwa pekerja/buruh dan serikat
pekerjalburuh tetap menghendaki besaran UMK se-
tiap tahun samaratabagi semua perusahaan serta
dihitunmg sesual dengan perhitungan indeksharga
konsumen. Dan paramanger dari 110 perusahaan
pada umumnya tidak sependapat besaran UMK
samarata, terutamadari pihak kelompok perusa-
haan menengah dan kelompok perusahaan kecil dan
menghendaki adanya perbedaan besaran sesual
perhitungan kemampuan masing-masing kelompok
perusahaan.

Untuk mengakomodas dari hasil pendlitian
di atas, makapersyaratan |mplementas Kebijakan
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UMK, yangmdiputi: 19 KebijakanUMK, Informes
Kebijakan UMK, Dukungan Kebijakan UMK, dan
Potens PelaksanaK ebijakan UMK, perlu ditambah
dengan hasi| temuan pendlitian|gpanganyaitu dengan
aspek keadilan, pengawasan dan lingkungan social
sebagal penyempurnaan teori dari Maarse. Ketiga
aspek tersebut untuk melengkapi teori tentang
persyaratan yang digjukan oleh Maarse, sehingga
semua kepentingan antara perusahaan dengan
pekerjalburuh dapat terakomodas secarasel mbang.

Ketujuh persyaratan tersebut diharapkan
menjadi suatu moded untuk dapat menci ptakan suatu
hubungan kerja perusahaan-pekerja/buruh dalam
rangkameningkatkan suatu kondis hubunganindus-
trial yang harmonis. Dankelanjutan operasondisas
model tersebut seyogyanya pihak pemerintah
(DisnakertransbersamaDewan Pengupahan) ddam
rangkamenghitung besaran UMK berikutnya perlu
membuat suatu peraturan pemerintah (PP) atau
peraturan daerah (Perda) berdasarkan ketujuh
aspek peryaratan implementas kebijakan publik
tentang UMK, sehingga dapat menjadi pedoman
analisis perhitungan dalam menentukan besaran
UMK.
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